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IMPOR BARANG OPERASI

UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk menciptakan iklim wusaha yang lebih
kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi di
bidang minyak dan gas bumi, perlu mengatur mengenai
ketentuan impor barang operasi untuk kegiatan usaha
hulu Minyak dan Gas Bumi;

bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang
Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi masih terdapat kekurangan
sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan peraturan
perundang-undangan terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
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Mengingat

1.

dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan
Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6066);
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4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

S. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 311);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross
Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG IMPOR BARANG OPERASI UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan wusaha
eksplorasi dan eksploitasi.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang
secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan
Usaha Hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan
pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan
penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan
untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, antara

lain kegiatan Liguefied Natural Gas dan/atau Liguefied

Petroleum Gas sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha

Hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan Kontraktor.
Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya
disingkat RKBI adalah dokumen rencana induk
kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan
digunakan, yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu
kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu
minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor
Barang Operasi.

Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB
adalah RKBI yang telah ditandasahkan oleh Direktur
Jenderal.

Konsinyasi adalah mekanisme pembelian Barang Operasi
milik Penyedia Barang dan/atau Jasa yang akan
dipergunakan secara langsung oleh Kontraktor dimana
perpindahan kepemilikan kepada Kontraktor berlaku

setelah barang dibeli dan/atau digunakan.
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Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar
barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan
produsen dalam negeri yang telah memiliki surat
kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi.
Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar
inventarisasi barang produksi dalam negeri yang
dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan
Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha
atau  perseorangan yang memiliki kemampuan
menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan
Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan
kualifikasinya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas
bumi.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas
bumi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK
Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu

minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi,
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